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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANG 

1. Visi Dan Misi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

Dalam menjalankan tugasnya, suatu organisasi ataupun lembaga, 

memerlukan adanya vlsi dan misi untuk menjalankan seuruh kegiatan 

dalam organisasi atau lembaga tersebut. Visi dan misi tersebut dibuat 

tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing 

organisasi ataupun lembaga tersebut. Adapun vlsi dan misi dari Biro 

Hukum dan Pengaduan Masyarakat, adalah sebagal berikut: 

l.A. Vlsi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat: 
Terwujudnya Pertimbangan, bantuan, informasi hukum, 

serta pengaduan masyarakat yang akuntabel dan efektif. 

I.B. Misi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat: 

Mewujudkan pelayanan pertimbangan hukum berupa analisis 

hukum dan konsep pemecahan masalah hukum secara 

akuntabel dan tepat waktu. 

Mewujudkan hasil penanganan perkara di dalam maupun di 

tuarpengadilan secara akuntabel dan tepat waktu. 

Mewujudkan rumusan produk hukum di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang 

akuntabel dan tepat waktu. 

Mewujudkan pelayanan informasi hukum yang akuntabel dan 

tepat waktu. 

Mewujudkan pemutakhiran status peraturan perundang-

undangan yang akuntabel dan tepat waktu. 

1 



Mewujudkan 	Sistem 	Pengelolaan Sistem 	Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH). 

Mewujudkan kualitas hasil analisis pengaduan masyarakat 

yang tepat waktu dan akuntabel. 

1.C. Struktur Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

Julsasih, SM., M.H. 

Biro Hukum dan Pengaduan 

nyAm*r S.PLM.M... Mit 1 	 Arini Wijayanti 
S.H.LMJJ. 

Kepala Beglan Pengadurn 
Masy&t 

	

Soraya, S.H., M.H. 	 Safarudin Surya Lesmana, S.H., 

I 	 M.H. 
Kepala Sub Bagian 

	

Analisis Pengaduan 	 Kepala Sub Bagian Analisis 
Masyarakat I 	 Pengaduan Masyarakat H 

Istijam. S.H. I An Firmanto, SIP. 

Kusrini, S.Sos. 

Ridha Khoirunnisa, 
S.I.P. 

Eva Rosita, S IP. 

Raden Eva Ayu 
Damayanti, S.Sos. 

KSJI. 

Haqanto 

I Edy Setiadi 

Gambar I 

Struktur Bagian Pengaduan Masyarakat 
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1.0. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Pengaduan Masyarakat 
Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Analis 

Pengaduan Masyarakat, adalah: 

Melakukan analisis terhadap surat-surat aspirasi dan 

pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI 

sesuai arahan atasan dengan memberikan pertimbangan 

hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, tinjauan lapangan, bahan referensi atau 

rujukan Iainnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPR 

RI sebagai bahan pengambilan kebijakan atas suatu 

permasalahan untuk ditindakianjuti dan mendapatkan 

penyelesaian. 

Menyusun kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan 

oleh Kepala Bagian. 

Melakukan penggalian data dengan cara melakukan 

peninjauan ke Iapangan (instansi pusat maupun daerah) 

untuk mendapatkan data yg Iebih objektif terhadap kegiatan 

analisis yang sedang ditangani, khususnya menyangkut 

masalah-masalah yang cukup krusial (kasus pertanahan) 

sesuai arahan atasan. 

Melaksanakan kegiatan penggalian data ke daerah dalam 

rangka melakukan pemantauan terhadap penanganan 

surat tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat 

yang telah disampaikan oleh DPR RI ke instansi instansi 

terkait di daerah guna mengetahui perkembangan atau 

penyelesaian atas permasalahan tersebut atas perintah 

atasan. 



Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi 

ke 	instansi-i nstansi 	Pemerintah 	beru pa 	peraturan 

perundang-undangan (undang-undang s.d. peraturan 

petaksana) sebagai bahan pertimbangan hukum dalam 

rangka menunjang kegiatan analisa surat pengaduan 

masyarakat sesuai arahan/ perintah dari atasan. 

Melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penerimaan tamu 

Pimpinan DPR RI dan Pimp;rian Komisi dalam menerima 

delegasi masyarakat (LSM, ormas, Asosiasi Profesi, dli) 

yang akan menyampaikan aspirasi atau permasalahan 

apabila diminta oieh atasan. 

Menyusun dan mengolah bahan untuk mendukung 

penyusunan konsep kebijakan atau aturan tentang 

pengeioiaan pengaduan masyarakat. 

Menyusun teiaahan staf terkait pengeioiaan pengaduan 

masyarakat. 

Menyusun konsep laporan kinerja Bagian Pengaduan 

Masyarakat, baik secara berkala maupun setiap waktu 

diperiukan. 

Mengeiola database output pengelolaan pengaduan 

masyarakat. 

Meiaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oieh atasan. 

Membuat konsep iaporan kerja kepada atasan secara 

berkala dan setiap waktu diperlukan. 
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2. KONDISI SAAT INI 

Belum tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan 

masyarakat kepada DPR RI melalui surat yang mudah dipahami, 

khususnya melalul surat. Saat ml, alur aspirasi dan pengaduan 

masyarakat yang tersedia, hanya berbentuk gambar yang ada di 

website pengaduan masyarakat. Padahal terdapat pintu 

pengaduan dan aspirasi masyarakat yang lain, salah satunya 

melalui surat tertulis, 

Belum optimalnya koordinasi Bagian Pengaduan Masyarakat 

dengan unit lain, khususnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang 

bertugas meneruskan surat pengaduan masyarakat kepada 

anggota komisi terkait. Hal mi bermasalah karena dalam 

menyalurkan aspirasi dan pengaduan, bagian pengaduan 

masyarakat tidak dapat bekerja sendirian, melainkan harus 

berkoordinasi dengan unit kerja lainnya. Selain itu, permasalahan 

mi telah lama ada di Bagian Pengaduan Masyarakat dan banyak 

dibicarakan dalam berbagai rapat dengan unit lainnya. 

Belum tersedianya Standar penulisan lembar analisa, yang 

menyebabkan perbedaan format penulisan dari masing-masing 

Karyawan di Unit Pengaduan Masyarakat. Hal mi cukup serius dan 

menimbulkan masalah, terutama karena file sharing yang tidak 

digunakan secara optimal. 

3. KONDISI YANG DIHARAPKAN 

a. Tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan 

masyarakat kepada DPR RI melalui surat yang mudah dipahami, 

dan akan mempermudah kinerja analis pengaduan masyarakat 

dalam menentukan rekomendasi disposisi pada lembar analisa. 
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Selain itu, alur penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat 

kepada DPR RI melalui surat yang mudah dipahami juga akan 

mempermudah masyarakat yang akan mengirimkan pengaduan 

ataupun aspirasinya kepada DPR RI melalui surat tertulis. 

Terlaksananya koordinasi yang optimal antara bagian pengaduan 

masyarakat dengan unit lain, khususnya AKD. Koordinasi bisa 

dalam bentuk pemberitahuan status pengaduan yang telah di 

disposisi (apakah sudah diagendakan dalam rapat atau belum), 

ataupun pemberitahuan lainnya yang berkaitan dengan pengaduan 

masyarakat di DPR RI. 

Tersedianya standar penulisan yang jelas, karena masing-masing 

analis telah mengoptimalkan file sharing untuk dapat mengetahui 

pekerjaan analis Iainnya. Hal mi membuat proses standarisasi frasa 

analisa akan semakin mudah. 

4. IDENTIFIKASI ISU 

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan, maka isu yang akan 

diidentifikasi adalah sebagal berikut: 

• Belum tersedianya alur penyampalan aspirasi dan pengaduan 

masyarakat kepada DPR RI melalui surat yang mudah dipahami. 

• Belum optimalnya koordinasi Bagian Pengaduan Masyarakat 

dengan unit lain, khususnya Alat Kelengkapan Dewan yang 

bertugas meneruskan surat pengaduan masyarakat kepada 

anggota komisi terkait. 

• Belum tersedianya Standar penulisan Iembar analisa, yang 

menyebabkan perbedaan format penulisan dari masing-masing 

Karyawan di Unit Pengaduan Masyarakat. 



5. TEKNIK ANALISIS USG 

Teknik analisis USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) adalah 

sebuah teknik analisis yang dilakukan dengan cara menetapkan 

prioritas masalah dengan mempertimbangkan seberapa mendesak isu 

tersebut harus dibahas (Urgensi), seberapa serius isu tersebut harus 

dibahas (Seriousness) sehingga tdak menimbulkan masalah yang 

lain. Dan juga, dseberapa mungkin isu tersebut berkembang (Growth) 

kearah yang buruk. 

No Isu U S G Jumlah Peringkat 

Belum 	tersedianya 5 4 4 13 
alur 	penyampaian 
aspirasi 	dan 
pengaduan 
masyarakat 	kepada 
DPR RI melalul surat 
yang 	mudah 
dipahami 

2 Belum 	terkoordinasinya 4 4 4 12 2 
Bagian 	Pengaduan 
Masyarakat dengan unit 
lain, 	khususnya 	Alat 
Kelengkapan 	Dewan 
yang 	 bertugas 
meneruskan 	surat 
pengaduan 	masyarakat 
kepada 	anggota 	komisi 
terkait. 

3 Belum 	optimalnya 3 4 3 10 3 
penggunaan 	alat-alat 
digital 	dalam 	koordinasi 
keprotokolan 

Adapun penjelasan dari penialalan USG yang paling tinggi adalah 

sebagai berikut: 

1. Isu Belum tersedianya atur penyampaian aspirasi dan pengaduan 

masyara kat: 
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Belum tersedianya alur penyampalan aspirasi dan pengaduan 

masyarakat kepada DPR RI melalui surat yang mudah 

dipahami menjadi isu yang sangat tinggi tingkat Urgensi-

nya. Hal tersebut sesuai dengan pedoman umum pengelolaan 

aspirasi dan pengaduan masyarakat DPR RI 1 , yang 

menyebutkan jika salah satu prinsip pengelolaan pengaduan 

masyarakat adalah bersifat rahasia. OIeh karena itu, perlu 

dijaga dokumen-dokumen yang disampaikan agar tidak 

"tersesat" di Unit Kerja lain, hanya karena kesalahan dalam 

penulisan tujuan di lembar analisa ataupun lembar disposisi. 

Pembuatan alur mi dimaksudkan untuk meminimalisir hal 

tersebut, dan oleh karenanya pembuatan alur ml sangat 

urgent untuk dilakukan. 

Belum tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan 

masyarakat kepada DPR RI melalui surat menjadi isu yang 

tinggi tingkat Seriousness-nya. Karena jika alur 

penyampaian aspirasi dan pengaduan yang mudah dipahami 

tidak dibuat, maka akan berdampak pada durasi analisis yang 

lebih lama. Hal mi tidak sesuai dengan visi Biro hukum dan 

pengaduan masyarakat, yaitu Terwujudnya Pertimbangan, 

bantuan, informasi hukum, serta pengaduan masyarakat yang 

akuntabel dan efektif, agar terciptanya standar kepastian, baik 

bagi penyelenggara, maupun penerima layanan. 2  

Isu ml tinggi dari sisi growth, karena apabila tidak ditangani 

segera, maka isu mi akan membawa dampak yang serius, 

1 
 DPR RI, 2014, Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI, DPR RI, 

Jakarta. 
2 
 Bagian Pengaduan Masyarakat, Setjen dan BK DPR RI, 2019," Laporan Evaluasi Standar Pelayanan 
Bagian Pengaduan Masyarakat", Jakarta, 2019 
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seperti kesalahan pend isposisian surat, ataupun surat 

pengaduan rawan hilang atau ' 1 tersesat". Terlebih, 

pelaksanaan Tupoksi Bagian Pengaduan Masyarakat sangat 

bergantung pada pihak lainnya 3, sehingga apabila alur 

penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui 

surat tidak segera dibuat, sangat mungkin akan membawa 

dampak yang Iebih parah di kemudian han. 

6. GAGASAN PEMECAHAN ISU 

Dalam rancangan aktualisasi ml, penulis akan menawarkan satu solusi 

untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan. Nantinya, 

penulis akan mendata bagaimana alur lengkap bagi penyampaian 

aspirasi dan pengaduan yang disampaikan melalul surat. Selanjutnya, 

penulis akan membuatkan infografs alur pengaduan yang telah didata 

agar alur pengaduan mudah dipahami, baik oleh stake holder internal, 

maupun stake holder eksternal. 

TUJUAN 

	

Adapun tujuan dari 	dibuatnya rancangan aktualisasi mi adalah 

tersedianya alur aspirasi pengaduan masyarakat melalul surat yang 

mudah dipahami. Alur pengaduan yang dimaksud merupakan alur 

pengaduan dan aspirasi melalui surat. 

MANFAAT 

Sedangkan terdapat tiga manfaat yang didapatkan dari rancangan 

aktualisasi mi, yaitu: 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen dan BK DPR RI, 2019, "Laporari Kinerja Biro Hukum 

dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2018", Setjen dan BK DPR RI, Jakarta. 

DI 



• Tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat 

kepada DPR RI melalui surat yang mudah dipahami dengan media 

infografis yang dapat membantu kinerja analis pengaduan masyarakat. 

• Tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat 

melalul surat dengan media infografis yang akan membantu kinerja 

BDTI Setjen dan BK DPR RI dalam membuat website baru pengaduan 

masyarakat. 

• Tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat 

melalui surat derigan media infografis yang dapat diakses oleh 

masyarakat luas. 
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BAB II 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja 

Identifikasi Isu 

Isu 	yang 

Diangkat 

Gagasan 

Pemecahan Isu 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

Belum tersedianya alur penyampalan aspirasi 
dan pengaduan masyarakat me!a!ui surat 
dengan media infografis. 
Kurangnya koordinasi bagian pengaduan 
masyarakat dengan unit kerja Iainnya terutama 
AKD. 
Belum adanya persamaan frasa dalam 
menuliskari lembar analisa, lembar disposisi dan 
lembar website. 

Belum tersedianya alur penyampaian aspirasi dan 
pengaduan masyarakat melalui surat dengan media 
infografis. 

Membuat alur penyampalan aspirasi dan pengaduan 

masyarakat melalui surat dengan media infografis 
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No. Kegiatan Tahapan Kegiatan OutputlHasil 

____________________  

Keterkaitan 	Substansi 
Mata Pelatihan 

Kontribusi 
Terhadap 	Visi 
Misi Organisasi  

Penguatan Nilai 
Organisasi 

Koordinasi 1. 	Rapat 	koordinasi 1. 	Nota 	Dinas Nilai DasarPNS: Pengaduan 1. Akuntabel: 	Dapat 
dengan 	BDTI antara 	CPNS Permohonan 1. 	Akuntabilitas: 	Nilai masyarakat dipertanggungjaw 
mengenai dengan BDTI Bantuan BDTI akuntabilitas dilakukan yang 	akuntabel abkan, 	baik 	oleh 
pengunggaha 2. 	Pembuatan 	Nota 2. 	Daftar 	Hadir dengan 	membuat dan 	efektif DPR 	RI 	sebagai 
n infografis ke Dinas Permohonan rapat koordinas pertanggungjawaban dengan lembaga 
website untuk 	dijadikan 3. 	Laporan rapat 	berupa berkoordinasi perwakilan, 
pengaduan admin. Singkat 	hasil undangan, 	daftar dan 	membuat maupun 	Setjen 
masyarakat rapat hadir, 	dan 	laporan Iaporan sebagai 

koordinasi singkat rapat koordinasi. supporting system 
4. 	Nota 	Dinas 2. 	Nasionalisme: kepada DPR RI. 

Permohonan terutama 	terkait 	nhlal 2. Profesional: 
untuk 	dijadikan sila 	ke 	empat, 	yaitu kegiatan 	mi 
admin. musyawarah 	dan dilakukan 	secara 

5. 	Buku 	Panduan mufakat 	dalam profesional 	dan 
Website mengkoordinasikan bebas 	dan 
Pengaduan rancangan 	alur berbagai 
Masyarakat penyampaian aspirasi kepentingan 

dan 	pengaduan sehingga 	sejalan 
masyarakat 	melalui dengan 	nilai 
surat. profesionalisme 

3. Etika 	Publik: 	Penulis organisasi. 
melaksanakan 3. 	Integritas: 
kegiatan 	rapat kegiatan 	ml 
koordinasi 	dengan dilakukan 	secara 
sikap 	hormat, 	dan konsisten, 	dan 
sopan kepada jajaran disesuaikan 
Unit 	Pengaduan dengan 	visi 	dan 
Masyarakat, misi 	biro 	hukum 

4. Komitmen 	Mutu: dan 	pengaduan 
koordinasi 	yang  masyarakat, serta 
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dilakukan 	bertujuan sesuai tugas dan 
untuk 	mencapai fungsi dari jabatan 
output yang diinginkan penulis 	sebagai 
dengan 	lebih 	efektif anahs pengaduan 
dan efisien. masyarakat. 

5. Anti Korupsi: Kegiatan 
koordinasi 	dengan 
BDTI 	dilaksanankan 
dengan 	jujur 	dan 
berjalan tepat waktu. 

Peran dan Kedudukan: 
Pelayanan publik: 
Kegatan 	ini 	memiliki 
peran untuk melayani 
publik. 	Hal 	tersebut 
karena 	kegiatan 	mi 
menunjang pelayanan 
pengaduan 
masyarakat 	yang 
merupakan 	pintu 
gerbang 	masyarakat 
yang 	 akan 
mengadukan 	atau 
menyampaikan 
aspirasinya 	kepada 
Lembaga 	perwakilan 
masyarakat 
WOG: 

terwujud 	melalui 

kegiatan 	koordinasi 

dan 	diskusi 	dengan 

unit kerja lain dalam 
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rangka 	mewujudkan 

alur 	penyampaian 

surat 	aspirasi 	dan 

pengaduan 

masyarakat 	yang 

berorientasi 	kepada 

mutu, 	untuk 

meningkatkan 

kualitas 	pelayanan 

publik 	sehingga 

tercipta 	pelayanan 

yang 	prima 	kepada 

masyarakat. 

2. Rapat derigan 1. Pembuatan undangan 1. 	Jadwal rapat yang Nilai Dasar PNS: Pengaduan jajaran 	Unit rapat telah disetuJui 1. 	Akuntabilitas: 	Nilal masyarakat 1. Akuntabel: 	Dapat Pengaduan 2. Pelaksanaan rapat 2. 	Daftar 	hadir akuntabilitas dilakukan yang 	akuntabel dipertanggungjawa Masyarakat 3. Pembuatan 	laporan kegiatan rapat dengan 	membuat dan 	efektif bkan, 	baik 	oleh singkat hasil rapat 3. 	Laporan 	singkat pertanggungjawaban dengan DPR 	RI 	sebagai 
hasU rapat rapat 	berupa 	Nota berkoordinasi lembaga 

Dimas, 	daftar 	hadir, dan 	membuat perwakilan, 
dan 	laporan 	singkat aporan maupun 	Setjen 
rapat. koordinasi. sebagai supporting 

2. 	Nasionalisme: system 	kepada 
terutama 	terkait 	nilai DPR RI. 
sila 	ke 	empat, 	yaitu 2. Profesional: 
musyawarah 	dan  
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mufakat 	dalam kegiatan 	mi 
mengkoordinasikan dilakukan 	secara 
rancangan 	alur profesionat 	dan 
penyampaian aspirasi bebas 	dan 
dan 	pengaduan berbagai 
masyarakat 	melalui kepentingan 
surat. sehingga 	sejalan 
Etika 	Pubtik: 	Permutis dengan 	nhlai 
melaksanakan profesionalisme 
kegiatan 	rapat organisasi. 
koordinasi 	dengan 3. 	Integritas: 
sikap 	hormat, 	dan kegiatan 	ini 
sopari kepada jajaran dilakukan 	secara 
Unit 	Pengaduan konsisten, 	dan 
Masyarakat. disesuaikan 
Komitmen 	Mutu: dengan 	visi 	dan 
koordinasi 	yang misi 	biro 	hukum 
dilakukan 	bertujuan dan 	pengaduan 
untuk 	mencapai masyarakat, serta 
output yang diinginkan sesuai tugas dan 
dengan 	tebih 	efektif fungsi dari jabatan 
dan efisien. penulis 	sebagai 
Anti Korupsi: Kegiatan analis pengaduan 
koordinasi 	dengan masyarakat. 
BDTI 	dilaksanankan 
dengan 	jujur 	dan 
berjalan tepat waktu. 

Peran dan kedudukan: 
1. 	Kegiatan 	ini 	memiliki 

peran untuk metayani 
publik. 	Hal 	tersebut 
karena 	kegiatan 	mi 
menunjang pelayanan 
pengaduan  
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masyarakat 	yang 
merupakan 	pintu 
gerbang 	masyarakat 
yang 	 akan 
mengadukan 	atau 
menyampaikan 
aspirasinya 	kepada 
Lembaga 	perwakilan 
masyarakat.  

3. Mengumpulka 1. Meminta 	materi 1 SOP 	Alur Nilai Dasar PNS: Pengaduan 1. Akuntabel: 	Dapat 
n 	materi- penyampaian 	surat penyampalan 1 .Akuntabilitas: 	Dimana masyarakat dipertanggungjawa 
materi 	alur aspirasi 	dan aspirasi 	dan penulis sebagal analis yang 	akuntabel bkan, 	balk 	oleh 
pengaduan pengaduan pengaduan dan 	pembuat 	alur dan 	efektif DPR 	RI 	sebagai 
masyarakat masyarakat 	melalul masyarakat 	melalul penyampaian 	surat dengan lembaga 
melalui surat surat 	kepada 	jajaran surat yang 	ditujukan aspirasi 	dan berkoordinasi perwakilan, 

Bagian 	Unit kepada 	Pimpinan pengaduan masyarakat dan 	membuat maupun 	Setjen 
Pengaduan DPR RI. melalui 	surat 	harus laporan sebagal supporting 
Masyarakat 2. 	1.SOP 	Alur bertanggung 	jawab koordinasi. system 	kepada 

2. Membaca 	SOP penyampaian penuh dan jujur dalam DPR RI. 
mengenal 	alur aspirasi 	dan membaca materi dalam Profesional: 
penyampalan 	aspirasi pengaduan rangka pembuatan alur kegiatan 	mi 
dan 	pengaduan masyarakat 	melalui yang akan diunggah ke dilakukan 	secara 
masyarakat 	melalul surat yang ditujukan website 	baru profesional 	dan 
surat, 	balk 	yang kepada AKD DPR RI. pengaduan bebas 	dan 
ditujukan 	kepada masyarakat. 	Sehingga berbagal 
Pimpinan 	maupun alur 	yang 	dibuat 	dan kepentingan 
AKD DPR RI. diunggah bermutu dan sehingga 	sejalan 

berlandaskan 	materi- dengan 	nilal 
materi 	yang 	telah profesionalisme 
didapatkan. organisasi. 

2.Etika 	Publik: 	adapun Integritas: 
nhlal 	Etika 	Publik kegiatan 	ini 
lainnya 	yang dhlakukan 	secara 
diterapkan yaitu cermat konsisten, 	dan 
dalam mencari sumber  disesuaikan 
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bacaan 	terutama dengan 	visi 	dan 
materi pedoman umum misi 	biro 	hukum 
pengeoIaan 	aspirasi dan 	pengaduan 
dan 	pengaduan masyarakat, serta 
masyarakat 	DPR 	RI sesuai tugas dan 
sebagai sumber utama fungsi dari jabatan 
dalam pembuatan aur penulis 	sebagai 
penyampalan 	surat analis pengaduan 
aspirasi 	dan masyarakat. 
pengaduan masyarakat 
melalui surat. 

3.Anti 	Korupsi: 	Nilai anti 
korupsi 	dijalankan 
dengan 
merigedepankan 
kejujuran, 	terutama 
dalam 
menginterpretasikan 
SOP 	Pengaduan 
Masyarakat 	yang 
merupakan 	bahan 
utama 	dalam 
pembuatan 	alur 
penyampaian 	surat 
aspirasi 	dan 
pengaduan masyarakat 
melalul surat. 

Peran dan Kedudukan 
1. 	Kegiatan 	ini 	memiliki 
peran 	untuk 	melayani 
publik. 	Hal 	tersebut 
karena 	kegiatan 	mi 
menunjang 	pelayanan 
pengaduan 	masyarakat  
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yang 	merupakan 	pintu 
gerbang 	masyarakat 
yang akan mengadukan 
atau 	menyampaikan 
aspirasinya 	kepada 
Lembaga 	perwakilan 
masyarakat.  

 Membuat 1. 	Membuat 	konsep 1. Desain 	alur Nilai Dasar PNS: Pengaduan 1. 	Akuntabel: 	Dapat 
Desain desain pengaduan penyampaian surat I 	Akuntabilitas: masyarakat dipertanggungjaw 
infografis 	alur masyarakat aspirasi 	dan Dimana 	penulis yang 	akuntabel abkan, 	bark oleh 
pengaduan menggunakari Ms. pengaduan sebagai 	anahs den 	efektif DPR RI sebagai 
masyarakat Word masyarakat dan pembuat alur dengan lembaga 
dan 2. 	Membuat 	konsep dengan penyampaian berkoordinasi perwakilan, 
pengunggaha desain pengaduan menggunakan Ms. surat aspirasi dan dan 	membuat maupun 	Setjen 
n infografis, masyarakat Word. pengaduan laporan sebagai 

menggunakan 2. Desain 	alur masyarakat koordinasi. supporting 
Piktochart. penyampalan surat melalui 	surat system 	kepada 

aspirasi 	dan harus DPR RI. 
pengaduan bertanggung Profesional: 
masyarakat jawab penuh dan kegiatan 	mi 
dengan jujur 	dalam dilakukan 	secara 
menggunakan Ms. membaca 	materi profesional 	dan 
Word. dan bebas 	dan 

mengmnterpretasik berbagai 
annya 	ke 	dalam kepentingan 
desain 	infografis sehingga 	sejalan 
daam 	rangka dengan 	niiai 
pembuatan 	alur profesionalisme 
yang 	akan organisasi. 
diunggah 	ke Integritas: 
website 	baru kegiatan 	ini 
pengaduan dilakukan 	secara 
masyarakat. konsisten, 	dan 

2. 	Nasionalisme: disesuaikan 
terutama 	terkait  dengan 	visi 	dan 

18 



nhlai sila ke empat, misi 	biro 	hukum 
yaltu dan 	pengaduan 
musyawarah dan masyarakat, serta 
mufakat 	dalam sesuai tugas dan 
mengkoordinasika fungsi 	dan 
n 	desain 	alur jabatan 	penulis 
rancangan 	alur sebagai 	analis 
penyampaian pengaduan 
aspirasi 	dan masyarakat. 
pengaduan 
masyarakat 
melalui surat. 
Etika Publik: Etika 
Publik 	Iainnya 
yang 	diterapkan 
yaitu 	cermat 
dalam 
menginterpretask 
an 	sumber 
bacaan 	terutama 
SOP 	Pengaduan 
masyarakat 	dan 
menginterpretasik 
annya 	merijadi 
desain 	infografis 
alur penyampaian 
surat aspirasi dan 
pengaduari 
masyarakat 
melalul surat. 
Etika 	Publik: 
adapun nilai Etika 
Publik 	Iainnya 
yang 	diterapkan 
yaitu 	cermat  
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dalam 
menginterpretasik 
an 	sumber 
bacaan 	terutama 
SOP 	Pengaduan 
masyarakat 	dan 
meriginterpretasik 
annya 	menjadi 
desain 	infografis 
alur penyampaian 
surat aspirasi dan 
pengaduan 
masyarakat 
melalui 	surat. 
Selain 	itu 	nilai 
etika 	public 
dilaksanakan 
dengan 
mengedepankan 
sopan santun dan 
hormat 	dalam 
berdiskusi dengan 
Kepala 	Bagian 
Unit 	Pengaduan 
Masyarakat. 

5. 	Anti Korupsi: 	Nilai 
anti 	korupsi 
dijalankan dengan 
mengedepankan 
kejujuran, 
terutama 	dalam 
menginterpretasik 
an 	materi 
pedoman 	umum 
pengelolaari  
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aspirasi 	dan 
pengaduan 
masyarakat 	DPR 
RI 	yang 
merupakan bahan 
utama 	dalam 
pembuatan desain 
alur penyampaian 
surat aspirasi dan 
pengaduan 
masyarakat 
melalui surat. 

Peran dan Kedudukan 
1. 	Kegiatan 	mi 	memiliki 
peran 	untuk 	melayani 
publik. 	Hal 	tersebut 
karena 	kegiatan 	mi 
menunjang 	pelayanan 
pengaduan 	masyarakat 
yang 	merupakan 	pintu 
gerbang 	masyarakat 
yang akan mengadukan 
atau 	menyampaikan 
aspirasinya 	kepada 
Lembaga 	perwakilan 
masyarakat.  
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Gam bar I: Penjelasan Keg iatan 

1. Kegiatan Pertama: Koordinasi dengan BDTI 

KOORDI NASI 
DENGAN 

BDTI 

Rapat 
Koordinasi CPNS 

—CO) dengan BDTI 

Nota Dinas, 

daftar ha dir, 

Lapsing 

Pembuatan Nota Dinas Permohonan 
untuk dijadikan admin website baru 
pengaduan masyarakat 

Nota Dinas Perrnoh 

untuk dijadikan adrr 

Buku Panduan Web 

Baru Pengaduan 

Masyarakat 

Gambar 2. Kegiatan Pertama dari aktualisasi 

No. Nilai ANEKA NiIai Organisasi Peran dan Kedudukan 

1 Akuntabilitas Akuntabel Pelayanan Publik 

2 Nasionalisme Profesional Whole of Government 

3 Etika Publik Integritas 

4 Komitmen Mutu 

5 Anti Koru psi 

label 1. Keterkaitan Nilai-nilai dengan kegiatan aktulisasi 

Koordinasi dengan BDTI merupakan sebuah kegiatan yang perlu 

dilakukan karena nantinya output alur pengaduan penyaluran surat 

aspirasi dan pengaduan masyarakat dengan menggunakan 
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infografis akan diunggah ke website baru pengaduan masyarakat. 

Pembuatan website pengaduan masyarakat juga merupakan 

kerjasama yang dilakukan antara Unit Pengaduan Masyarakat 

dengan BDTI. Kegiatan ml terutama menyangkut nilai WOG, dimana 

adanya kerjasama antara Unit Pengaduan Masyarakat dengan BDTI. 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ml dilakukan dengan melakukan 

beberapa tahapan. 

1.1. Tahapan Kegiatan: 

a. Rapat koordinasi: Tahahapan mi dilakukan terlebih dahulu 

dengan berkoordinasi dengan BDTI. Tahapan mi dilakukan 

secara bersama-sama dengan CPNS lain karena 

keterbatasan BDTI untuk dapat menghadiri rapat satu 

persatu dengan semua CPNS yang kegiatan aktualisasinya 

berhubungan dengan BDTI, sehingga rapat koordinasi 

dilakukan di ruangan Pusdiklat dan dibuka oleh pihak 

Pusdikiat DPR RI. Berikut merupakan screenshot 

penjadwalan waktu koordinasi dengan pihak BDTI: 
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<dr 	Aidan99O BOT1 

Bad, Mas Pariangga d,baalkon duN ban 

Bho ra M . r,nrakanh banyak. 
sniamal pagi Ma,.. 

Solardot Bag Mas Sosrrgga Ma 

rebait pcilernuarr Bangaft cpns, besok 

kami ada presdenh,a; lecture Mas. halo 

dobohiud, Kands apakah Ni- Aalangga 
a.. 

Oadi ke,rrorr5knan kr kopo log. 

halo pag2 ird Baa gek? sec 8.30 

bar Cepel saya toga kemndgk.J-

t_­olyakaaIket_and,d,IkIal 

obalej 

Gambar 3. Koordinasi waktu rapat dengan BDTI 

Selain itu, output dari kegiatan mi adalah Nota Dinas dan 

Pusdikiat untuk membantu tenlaksananya aktualisasi dan 

CPNS yang berhubungan dengan BDTI, daftar hadir rapat 

koordinasi dan laporan singkat. Adapun dokumentasi juga 

dilakukan untuk membuktikan rapat benar-benar dilakukan. 

— 

a 	 ....f,. 

LM_ lAth 
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Gambar 4. Pelaksanaan koordinasi dengan BDTI 

b. Pembuatan Nota Dinas Permohonan untuk dijadikan Admin 

website baru pengaduan masyarakat: Tahapan mi 

merupakan tindak lanjut dari tahapan rapat koordinasi yang 

dilakukan di minggu terakhir bulan Juli 2019. Tahapan mi 

juga dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi 

dengan Kepala Bagian pengaduan Masyarakat selaku 

atasan dan mentor dalam pelaksanaan aktualisasi mi. 

Tahapan mi dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019. 

1.2. Keterkaitan Substansi Math Pelatihan 

Terdapat lima nilai ASN yang terkait dengan kegiatan mi, yaitu: 

Akuntabilitas: 	Nilai 	akuntabilitas 	dilakukan 	dengan 

membuat pertanggungjawaban rapat berupa daftar hadir, 

dan laporan singkat rapat. Selain mi kegiatan mi memiliki 

nilai akuntabilitas karena dilaksanakan dengan penuh rasa 

tanggung jawab untuk mencapai tujuan berupa masukan 

agar alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan 

masyarakat melalui surat dapat dibuat dengan baik. Selain 

itu penulis juga berpartisipasi aktif dalam berdiskusi pada 

saat kegiatan rapat koordinasi. 

Nasionalisme: Kegiatan mi mengandung nilai nasionalisme, 

terutama sila keempat yang mengandung nilai-nhlai 

musyawarah dan mufakat. 
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Etika Publik: Penulis melaksanakan kegiatan koordinasi 

dengan sikap hormat, dan sopan kepada BDTI dan pihak 

lain yang terlibat. Hal mi tercermin dari penerimaan penulis 

terhadap saran dan pendapat dari BDTI. Saat pelaksanaan 

kegiatan rapat, penulis dengan cermat mendengarkan, 

memahami, dan mencatat ide serta masukan dari BDTI. 

Komitmen Mutu: Rapat koordinasi yang dilakukan bertujuan 

untuk mencapai output yang diinginkan dengan lebih efektif 

dan efisien. Setain itu, rapat koordinasi juga menjaga agar 

alur penyaluran surat aspirasi dan pengaduan masyarakat 

dengan menggunakan infografis dapat dibuat dengan balk. 

Anti 	Korupsi: 	kegiatan 	koordinasi dengan 	BDTI 

dilaksanankan dengan jujur dan berjalan tepat waktu. 

1.3. Penguatan Nilai Organisasi 

Terdapat tiga nilal organisasi yang terkait dengan kegiatan mi, 

yaitu: 

Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh DPR RI 

sebagai lembaga perwakilan, maupun Setjen sebagai 

supporting system kepada DPR RI. 4  

Profesional: kegiatan ml dilakukan secara professional dan 

bebas dari berbagai kepentingan sehingga sejalan dengan 

nilai profesionalisme organisasi. 

C. Integritas: kegiatan mi dilakukan secara konsisten, dan 

disesuaikan dengan vlsi dan misi biro hukum dan 

pengaduan masyarakat, serta sesuai tugas dan fungsi dan 

jabatan penulis sebagai analis pengaduan masyarakat. 

' DPR RI, 2014, Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Dewan Perwakilan 

Rakyat RI, DPR RI, Jakarta. 
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1.4. Peran dan Kedudukan ASN 

Terdapat dua peran dan kedudukan ASN yang berkaitan 

dengan kegiatan mi, yaitu: 

Pelayanan Publik: Kegiatan mi memiliki peran untuk 

melayani publik. Hal tersebut karena kegiatan mi menunjang 

pelayanan pengaduan masyarakat yang merupakan pmntu 

gerbang masyarakat yang akan mengadukan atau 

menyampaikan aspirasinya kepada Lembaga perwakilan 

masyarakat. 

Whole of Government: terwujud melalui kegiatan koordinasi 

dan diskusi dengan unit kerja lain dalam rangka 

mewujudkan alur penyampaian surat aspirasi dan 

pengaduan masyarakat yang berorientasi kepada mutu, 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga 

tercipta pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

2. Rapat dengan Jajaran Unit Pengaduan Masyarakat 

	

co penjadwalan waktu r 	Undangan 

/clanpembuatanundangan 

RAPATDENGAN 
JAJARAN UNIT 	- 	

Pelaksanaan, dokument 	, 	Daftar Hadir 

PENGADUAN 	 i dan pembuatan daftar hadir 	dan Foto 

MASYARAKAT 
Membuat laporan 
singkat rapat 	 Lapsing 

No. Nilai ANEKA Nilai Organisasi Peran dan Kedudukan 

1 Akuntabilitas Akuntabel Pelayanan Publik 
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2 Nasionalisme Profesional 

3 Etika Publik Integritas 

4 Komitmen Mutu 

5 Anti Koru psi 

Kegiatan kedua yang dilakukan adalah rapat dengan jajaran 

unit pengaduan masyarakat. Kegiatan mi menjadi media komunikasi 

antara pegawai di Unit Pengaduan Masyarakat DPR RI yang 

dilakukan agar alur penyampaian srat aspirasi dan pengaduan 

masyarakat dengan media infografis dapat dibuat dengan balk. 

Kegiatan mi sendiri memilik beberapa tujuan, yaitu: pertama, 

untuk mengkoordinasikan maksud dan tujuan dari pembuatan alur 

penyarnpaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kedua, 

untuk menyamakan persepsi mengenai alur penyampaian surat 

aspirasi dan pengaduan masyarakat melalul surat yang akan 

diunggah ke website baru pengaduan masyarakat. Ketiga, untuk 

mengetahul tindak lanjut apa saja yang dapat dilakukan agar 

pembuatan alur penyapaian surat aspirasi dan pengaduan 

masyarakat menggunakan infografis dapat dilaksanakan. Rapat 

koordinasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019. 

L 

*. 
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Gam bar 4. Rapat dengan Jaja ran Unit Pengaduan 

Masya ra kat 

Adapun kegiatan rapat internal tersebut dilakukan melalui 

beberapa tahapan. Kegiatan mi bertujuan untuk mengkoordinasikan 

maksud dan tujuan dari pembuatan alur penyampaian surat aspirasi 

dan pengaduan masyarakat melalui surat, serta untuk mendapatkan 

masukan mengenai materi perubahan dan pembagian tugas dalam 

menyelesaikan kegiatan. Rapat koordinasi dilaksanakan pada hail 

Selasa tanggal 16 April 2019. 

2.1 Tahapan Kegiatan 

Penjadwalan waktu rapat dan pembuatan undangan: 

Penjadwalan waktu rapat dilakukan tenlebih dahulu sebelum 

membuat undangan rapat. penjadwalan rapat dilakukan 

dengan konsultasi tenlebih dahulu ke bagian TU dan Kepala 

Bagian. undangan rapat dibuat untuk memperjelas waktu 

rapat, tema rapat, dan siapa saja yang akan diikut sertakan 

dalam rapat. 

Pelaksanaan, dokumentasi dan pembuatan daftar hadir: 

Sebelum melaksanakan kegiatan rapat internal akan 

dilakukan dokumentasi rapat, balk dengan pengambilan 

gambar ataupun pendokumentasian daftar hadir untuk 

membuktikan jika rapat benar-benar dilakukan sesuai dengan 

tema rapat dan undangan. 

Pembuatan laporan singkat rapat: Laporan singkat dibuat 

untuk meringkas isi rapat, dan realisasi hasil rapat. Laporan 
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singkat dibuat dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan 

Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat selaku mentor. 

2.2. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Terdapat dua nilal ASN yang terkait dengan kegiatan mi, yaitu: 

Akuntabilitas: Nilai akuntabilitas dilakukan dengan membuat 

pertanggungjawaban rapat berupa undangan, daftar hadir, 

dan laporan singkat rapat. Selain mi kegiatan ml memiliki nhlai 

akuntabilitas karena dilaksanakan dengan penuh rasa 

tanggung jawab untuk mencapal tujuan berupa masukan 

agar alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan 

masyarakat melalul surat dapat dibuat dengan baik. Selain itu 

penulis juga berpartisipasi aktif dalam berdiskusi pada saat 

kegiatan rapat koordinasi. 

Nasionalisme: Kegiatan mi merigandung nilai nasionalisme, 

terutama sila keempat yang mengandung nilai-nhlai 

musyawarah dan mufakat. 

Etika Publik: Penutis melaksanakan kegiatan rapat koordinasi 

dengan sikap hormat, dan sopan kepada jajaran Unit 

Pengaduan Masyarakat. Hat mi tercermin dari penerimaan 

penulis terhadap saran dan pendapat dari jajaran Unit 

Pengaduan Masyarakat. Saat pelaksanaan kegiatan rapat, 

penulis dengan cermat mendengarkan, memahami, dan 

mencatat ide serta masukan dari jajaran unit pengaduan 

masyarakat. 

Komitmen Mutu: Rapat koordinasi yang dilakukan bertujuan 

untuk mencapai output yang diinginkan dengan Iebih efektif 

dan efisien. Selain itu, rapat koordinasi juga menjaga agar 
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alur penyaluran surat aspirasi dan pengaduan masyarakat 

dengan menggunakan infografis dapat dibuat dengan balk. 

e. Anti Korupsi: rapat koordinasi pengembangan standar 

Iayanan publik dilaksanankan dengan jujur dan berjalan tepat 

waktu. 

2.3. Penguatan Nilal Organisasi 

Terdapat tiga nilal organisasi yang terkait dengan kegiatan mi, 

yaitu: 

Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan, balk oleh DPR RI 

sebagai lembaga perwakilan, maupun Setjen sebagai 

supporting system kepada DPR RI. 

Profesional: kegiatan mi dilakukan secara professional dan 

bebas dari berbagai kepentingan sehingga sejalan dengan 

nilai profesionalisme organisasi. 

Integritas: kegiatan ml dilakukan secara konsisten, dan 

disesuaikan dengan vlsi dan misi biro hukum dan 

pengaduan masyarakat, serta sesuai tugas dan fungsi dan 

jabatan penulis sebagai analis pengaduan masyarakat. 

2.4. Peran dan Kedudukan ASN 

Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang berkaitan 

dengan kegiatan ml, yaitu pelayanan publik. Dimana kegiatan mi 

memiliki peran untuk melayani publik. Hal tersebut karena 

kegiatan mi menunjang pelayanan pengaduan masyarakat yang 

merupakan pintu gerbang masyarakat yang akan mengadukan 

atau menyampaikan aspirasinya kepada Lembaga perwakian 

masyarakat. 
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3. Mengumpulkan materi-materi Penyampaian surat aspirasi dan 

pengaduan masyarakat melalui surat 

Meminta materi penyampaian surat 	
SOP Pengadu 

w"w- 
AKD 

asprai dan pengaduan masyarakat 	 Masyarakat 
melalui surat kepada Kepala Bagian 
Unit Pengaduan Masyarakat 	 dengan Tujua 

 & Pin'ipir 

A911ILk Membaca materi pedoman umum pengelolaan 
aspirasi dan pengaduan masyarakat DPR RI, yang 
berisikan dasar-dasar penyampaian surat aspirasi Ringkasan Lapo 
dan pengaduan masyarakat melalui surat  

EvaluasiStanda 

Pelayanan Bagi, 

Pengaduan 

Masya ra kat 

No. Nilai ANEKA NOW Organisasi Peran dan Kedudukan 

1 Akuntabilitas Akuntabei Peiayanan Publik 

3 Etika Publik Profesional 

5 Anti Korupsi Integritas 

Mengumpulkan materi merupakan sebuah kegiatan yang akan 

menjadi bahan pokok dari pembuatan alur penyampaian surat 

aspirasi dan pengaduan melalui surat. kegiatan mi terutama 

mengedepankan prinsip akuntabilitas, karena sifatnya transparan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3.1. Tahapan Kegiatan 

Kegiatan ml dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu 

a. Permintaan materi penyampaian surat aspirasi dan 

pengaduan masyarakat melalui surat kepada jajaran Bagian 
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Unit Pengaduan Masyarakat. Tahapan ml dilakukan agar 

alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat 

dapat dibuat sesuai dengan koridor-koridor dan memiliki 

dasar. Pengumputan materi tidak dapat dilakukan tanpa 

berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran pegawal di Unit 

Pengaduan Masyarakat. Terdapat tiga materi yang 

disarankan oleh mentor untuk digunakan dafam membuat 

alur penyampalan aspirasi dan pengaduan masyarakat 

melalui surat dengan menggunakan infografis: 

a.1 Laporan Evaluasi Standar Pelayanan Bagian 

Pengaduan Masyarakat (2019) 

Adapun penulis hanya mengambil materi yang dibutuhkan 

(penyaluran aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui 

surat tertulis) 5 . Inti dari materi yang diambil penuis untuk 

membuat alur adalah: 

• Surat yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan, Analisa 

dilakukan oleh para analis Pengaduan Masyarakat. 

Perlakuan untuk surat yang ditujukan kepada Pimpinan 

yaitu: surat dibuatkan kronologis secara berurutan, 

kemuadian bagian pengaduan masyarakat memberikan 

pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan atau 

kasus yang diadukan atau disampaikan oleh pengadu. 

Kemudian bagian pengaduan masyarakat memberikan 

rekomendasi kepada Pimpinan untuk menindakianjuti 

sesual dengan permasalahan tersebut. Surat yang 

Bagian Pengaduan Masyarakat, Setjen dan BK DPR RI, 2019," Laporan Evaluasi Standar Pelayanan 
Bagian Pengaduan Masyarakat", Jakarta, 2019. 
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ditandatangani sendiri maupun ditangani dengan 

memberitahukan kepada counter part atau pihak yang 

terkait dengan permasalahan tersebut atau disampaikan 

kepada komisi terkait untuk menindakianjuti masalah 

tersebut melalui Audiensi atau rapat dengar pendapat 

umum. Selain itu, permasalahan tersebut juga 

disampaikan kepada Fraksi-fraksi di DPR RI sesuai 

dengan Daerah Pemilihan Anggota yang terdapat 

masalah. 

• Surat yang ditujukan kepada Komisi dan Badan: Proses 

surat tersebut ditangani oleh para analis hanya sampai 

pembuatan kronologis. Kemudian surat tersebut 

dibuatkan pengantar kepada Deputi Bidang Administrasi 

untuk dimintakan persetujuannya guna menyampaikan 

ke Komisi dan Badan. 

SOP Pengaduan Masyarakat melalui surat 

dengan tujuan AKD. 

SOP Pengaduan Masyarakat melalui surat 

dengan tujuan Pimpinan. 

U 	f 	 4 : 

Gambar 5. Koordinasi materi alur penyampaian surat 
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aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui surat 

a.2 SOP Pengaduan Masyarakat dengan Tujuan 

Pimpinan DPR RI 

a.3. SOP Pengaduan Masyarakat dengan Tujuan 

Komisi dan Badan 

3.2. Keterkaitan Substansi Math Pelatihan 

Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan harus 

menerapkan nilai-nilai dasar PNS, dimana penulis harus benar-

benar memastikan bahwa nilai- nilai dasar tersebut 

terinternalisasi dan terhabituasi dengan baik. Keterkaitan 

dengan nilai-nilai dasar, kedudukan & peran PNS dalam 

pelaksanaan tahapan kegiatan aktualisasi ml antara lain 

meliputi nilai-nilai sebagal berikut: 

Nilai Akuntabilitas: Dimana penulis sebagai analis dan 

pembuat alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan 

masyarakat melalui surat harus bertanggung jawab penuh 

dan jujur dalam membaca materi dalam rangka pembuatan 

alur yang akan diunggah ke website baru pengaduan 

masyarakat. Sehingga alur yang dibuat dan diunggah 

bermutu dan berlandaskan materi-materi yang telah 

didapatkan. 

Etika Publik: adapun nilal Etika Publik lainnya yang 

diterapkan yaitu cermat dalam mencari sumber bacaan 

terutama materi SOP pengaduan masyarakat DPR RI 

sebagai sumber utama dalam pembuatan alur 

penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat 
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melalui surat. Selain itu nilai etika public dilaksanakan 

dengan mengedepankan sopan santun dan hormat dalam 

berdiskusi dengan Kepala Bagian Unit Pengaduan 

Masyara kat. 

c. 	Anti Korupsi: Nilai anti korupsi dijalankan dengan 

mengedepankan kejujuran, terutama dalam 

menginterpretasikan SOP Pengaduan Masyarakat yang 

merupakan bahan utama dalam pembuatan alur 

penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat 

melalui surat. 

3.3. Penguatan Nilai Organisasi 

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan mi, 

yaltu: 

Akuntabet: Dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh DPR 

RI sebagai lembaga perwakilan, maupun Setjen sebagai 

supporting system kepada DPR RI. 

Profesional: kegiatan mi dilakukan secara profesional dan 

bebas dari berbagai kepentingan sehingga sejalan dengan 

nilai profesionalisme organisasi. 

Integritas: kegiatan mi dilakukan secara konsisten, dan 

disesuaikan dengan visi dan misi biro hukum dan 

pengaduan masyarakat, serta sesuai tugas dan fungsi dan 

jabatan penulis sebagal analis pengaduan masyarakat. 

3.4. Peran dan Kedudukan ASN 

Terdapat dua peran dan kedudukan ASN yang berkaitan 

dengan kegiatan ini, yaitu: 
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a. Pelayanan Publik: Kegiatan mi memiliki peran untuk 

melayani publik. Hal tersebut karena kegiatan mi menunjang 

pelayanan pengaduan masyarakat yang merupakan pintu 

gerbang masyarakat yang akan mengadukan atau 

menyampaikan aspirasinya kepada Lembaga perwakilan 

masyarakat. 

4. Membuat Desain Infografis Alur Penyampaian Surat Aspirasi 
dan Pengaduan Masyarakat melalui Surat 

Desain Alur 

Membuat Konsep desain alur penyampalan 	 Pengaduan dengan 

' 	

surat aspirasi dan pengaduan masyarakat 	
Ms. Word dengan menggunakan Microsoft word  

0  Membuat desain alur penyampaian surat 
aspirasi dan pengaduan masyarakat 
dengan menggunakan aplikasi Piktochart 	- 	Desain Alur 

Pengaduan 

dengan Piktochart 

No. Nilai ANEKA Nilai Organisasi Peran dan Kedudukan 

1 Akuntabilitas Akuntabel Pelayanan Publik 

2 Nasionalisme Profesional 

3 Etika Publik Integntas 

4 Komitmen Mutu 

5 Anti Koru psi 
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Membuat desain infografis merupakan sebuah kegiatan yang 

mengedepankan nilai-nilai komitmen mutu. dimana nilai-nilai efektif 

dan efisien menjadi nilai yang utama. 

4.1 Tahapan Kegiatan 

Adapun kegiatan mi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 

Membuat Konsep desain alur penyampaian surat aspirasi 

dan pengaduan masyarakat dengan menggunakan 

Microsoft word: sebeum membuat desain alur yang akan 

diunggah ke website pengaduan masyarakat, terlebih 

dahulu desain alur penyampaian surat aspirasi dan 

pengaduan masyarakat melalui surat dibuat dengan 

menggunakan aplikasi Ms. Word. 

Membuat desain alur penyampaian surat aspirasi dan 

pengaduan masyarakat dengan menggunakan aplikasi 

Piktochart: setelah desain alur pengaduan disetujul oleh 

Kepala Bagian Pengaduan masyarakat, desain alur 

penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat akan 

dibuat melalui aptikasi Piktochart. 

4.2 Keterkaitan Substansi Math Pelatihan 

Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan harus menerapkan 

nilai-nilai dasar PNS, dimana penulis harus benar-benar 

memastikan bahwa nilai- nilai dasar tersebut terinternalisasi dan 

terhabituasi dengan baik. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar, 

kedudukan & peran PNS dalam pelaksanaan tahapan kegiatan 

aktualisasi mi antara lain meliputi nilai-nilai sebagai berikut: 

a. Akuntabilitas: Dimana penulis sebagai analis dan pembuat 

alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat 
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melalui surat harus bertanggung jawab penuh dan jujur 

dalam membaca materi dan menginterpretasikannya ke 

dalam desain infografis dalam rangka pembuatan alur yang 

akan diunggah ke website baru pengaduan masyarakat. 

Sehingga alur yang dibuat dan diunggah bermutu dan 

berlandaskan materi-materi yang telah didapatkan. 

Nasionalisme: Kegiatan mi mengandung nilai nasionalisme, 

terutama sila keempat yang mengandung nilai-nilai 

musyawarah dan mufakat. 

Etika Publik: adapun nilal Etika Publik lainnya yang 

diterapkan yaitu cermat dalam mengi nterpretasikan sum ber 

bacaan terutama SOP Pengaduan masyarakat dan 

menginterpretasikannya menjadi desain infografis alur 

penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat 

melalui surat. Selain itu nilai etika public dilaksanakan 

dengan mengedepankan sopan santun dan hormat dalam 

berdiskusi dengan Kepala Bagian Unit Pengaduan 

Masyarakat. 

Komitmen Mutu: Pembuatan desain yang dilakukan 

bertujuan untuk mencapal output yang diinginkan dengan 

lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembuatan desain 

dengan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Pengaduan 

Masyarakat selaku atasan juga menjaga agar alur 

penyaluran surat aspirasi dan pengaduan masyarakat 

dengan menggunakan infografis dapat dibuat dengan baik. 

Anti Korupsi: Nilai anti korupsi dijalankan dengan 

mengedepankan 	kejujuran, 	terutama 	dalam 

menginterpretasikan materi pedoman umum pengelolaan 
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aspirasi dan pengaduan masyarakat DPR RI yang 

merupakan bahan utama dalam pembuatan desain alur 

penyampalan surat aspirasi dan pengaduan masyarakat 

melalul surat. 

4.3 Penguatan Nilai Organisasi 

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan mi, 

yaitu: 

Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh DPR RI 

sebagai lembaga perwakilan, maupun Setjen sebagai 

supporting system kepada DPR RI. 

Profesional: kegiatan mi dilakukan secara profesional dan 

bebas dari berbagai kepentingan sehingga sejalan dengan 

nilal profesionalisme organisasi. 

Integritas: kegiatan mi dilakukan secara konsisten, dan 

disesualkan dengan vlsi dan misi biro hukum dan 

pengaduan masyarakat, serta sesuai tugas dan fungsi dan 

jabatan penulis sebagai analis pengaduan masyarakat. 

4.4 Peran dan Kedudukan ASN 

Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang berkaitan 

dengan kegiatan mi, yaitu: 

a. Pelayanan Publik: Kegiatan mi memiliki peran untuk 

melayani publik. Hal tersebut karena kegiatan mi menunjang 

pelayanan pengaduan masyarakat yang merupakan pintu 

gerbang masyarakat yang akan mengadukan atau 

menyampaikan aspirasinya kepada Lembaga perwakilan 

masyarakat. 
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5. STAKE HOLDER 

Terdapat tiga pihak yang terlibat dan terkena dampak dan 

pelaksanaan aktualisasi mi, yaitu: 

No. Internal Eksternal 

1 pegawai di unit kerja pengaduan Masyarakat yang nantinya akan mengakses 

masyarakat Setjen dan BK DPR RI websife pengaduan masyarakat baru. 

2 Bidang 	Data 	dan 	Tekonologi 

Informasi 	(BDTI) Setjen dan 	BK 

DPR RI 

6. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN 

Menurut pendapat penulis, jika kegiatan tidak dilakukan, maka 

dampak yang mungkin terjath adalah: 

Nomor Kegiatan Dampak Jika Tidak dilakukan 
1 Rapat 	dengan 	jajaran 	Unit 	Pengaduan Maka 	tidak 	bisa 	mengetahul 

Masyarakat informasi yang bisa diakses dan 
tidak bisa diakses publik 

2 Mengumpulkan materi-materi alur pengaduan Maka data alur pengaduan melalui 
masyarakat melalul SMS, Website dan Surat SMS, 	website, 	dan 	surat 	tidak 

akan terkumpul 
3 Membuat Desain infografis alur pengaduan Maka desain 	yang 	dibuat tidak 

masyarakat akan baik dan menarik 
4 Koordinasi 	unit 	pengaduan 	masyarakat Maka 	desain 	infografis 	hanya 

dengan 	BDTI 	mengenai 	hasil 	desain dapat 	diakses 	oleh 	Unit 
infografis Pengaduan 	Masyarakat, 	dan 

nantinya tidak bisa diakses publik. 
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7. TIME TABLE KEGIATAN 

Adapun jadwal kegiatan yang akan dilakukan dalam melakukan aktualisasi, adalah sebagai 
berikut: 

JUU AGUSTUS 
NO KEGIATAN 

2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 1 2 3 4 6 6 1 8 9 8 11 2 2 14 t 8 17 8 8 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 

Koordinasi dengan BDTI 

• Rapat Koordinasi 
CPNS dengan BDTI 

• Pembuatan Nota Dinas 
Permohonan untuk 
dijadikan admin 
website baru 

- pengaduanmasyarakat 
Rapat Internal dengan 

2 Jajaran Unit Pengaduan 
Masyarakat 

• Pembuatan Undangan 

• Pelaksanaan Rapat 

• Pembuatan Laporan 
Singkat 

Mengumpulkan materi- 

materi Penyampaian 

surat aspirasi dan 
3 

pengaduan masyarakat 

melalui surat. 

• Meminta materi 
penyampalansurat ___ I _____ ------------------- Li 
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aspirasi dan 
pengaduan masyarakat 
melalui surat kepada 
Kepala Bagian Unit 
Pengaduan 
Masyarakat 

Membaca materi 
penyampaian surat 
aspirasi dan 
pengaduan masyarakat 
melalui surat kepada 
Kepala Bagian Unit 
Pengaduan 
Masyarakat 

Membuat Desain 

Infografis Alur 

Penyampaian Surat 
4 

Aspirasi dan Pengaduan 

Masyarakat meIaui Surat 

.MembuatDesatn  
Infografis Atur 
Penyampaian Surat 
Aspirasi dan 
Pengaduan  
Masyarakat melalui 
Surat dengan 
menggunakan MS. 
Word 

• Membuat Desain 
Infografis Aiur 
PeriyampaiariSurat I I 
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BAB III 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

Pelaksanaan aktualisasi ml banyak mengimplementasikan nilai-nilai 

dasar ASN, kedudukan dan peran ASN dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban. Implementasi nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat 

meningkatkan profesionatisme dalam bekerja yang akan berdampak 

pada peningkatan kualitas hasil pekerjaan. 

Pelaksanaan kegiatan aktual,sasi terdapat kendala-kendala yang 

dihadapi, karenanya diperlukan kebijaksanaan dalam menyikapi dan 

perlu koordinasi yang Iebih baik dengan pihak-pihak terkait. 

Rangkaian kegiatan aktualisasi mi memberikan kesadaran kepada 

penulis dan jajaran pegawai di Unit Pengaduan Masyarakat akan 

pentingnya ketersediaan alur penyampaian surat aspirasi dan 

pengad uan masyarakat dalam bentuk infografis. 

Alur penyampalan surat aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam 

bentuk infografis, akan mempermudah analis dalam menentukan 

rekomendasi tujuan di lembar analisa dan lembar disposisi. 

alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam 

bentuk infografis akan mempermudah masyarakat yang ingin 

menyampaikan surat aspirasi atau pengaduan masyarakat melalui 

surat. 
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B. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan pada penulisan laporan aktualisai mi 

adalah: 

Alur penyampalan surat aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui 

surat dalam bentuk infografis yang telah diunggah ke website baru 

pengaduan masyarakat perlu disosialisasikan, tidak hanya kepada 

jajaran pegawai di Unit Pengaduan Masyarakat, tetapi juga kepada 

unit-unit lain yang bertugas dalam pendisposisian surat aspirasi dan 

pengaduan masyarakat. 

Perlu dibuatnya alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan 

masyarakat melalui website dan SMS, yang nantinya diunggah ke 

website baru pengaduan masyarakat. 

Dicetaknya alur penyampalan surat aspirasi dan pengaduan 

masyarakat melalui surat dalam bentuk infografis, yang dapat 

diberikan kepada pengadu yang sewaktu-waktu datang ke Unit 

Pengaduan Masyarakat untuk berkonsultasi perihal penyampaian 

surat aspirasi dan pengaduan. 
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SEKRET*RAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

t44I Icr. 	 I..y., 

33Odu 	4,ç4u 344,g LIM d4- 	,4'o4og 10-11  
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- Laporan Sing kat Rapat Koordinasi 

I'Infl*Ssflj4 
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b. Permohon untuk Dijadikan Admin Website Baru Pengaduan 

Masya ra kat 

— Nota Dinas Permohonan untuk Dijadikan Admin Website 

Baru Pengaduan Masyarakat 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKQAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

us - I It 90 ,,ur'-n SI.0Ul 4,) flç9T9 .' J,F L( 

.&,1 Ax rn;•,'.nsnxt 'o,'oc win',', 

NOBSOR. HK.02tSi N11112019 

YOt 	X*Nd Ota don lnkr,nIo, lpfoin,a, 
Dan 	Kapala Bag,n Pen9adxon Mosyaokoi 
TanggaI11 Anstxn 2019 
Hal 	Pn1 -9j peng,fli,n adflo, Wpbsan Barn Pangadoan Masnnir 

Sehobungnn dengar Angalan aktrnIrnn, lethal Onhalan oh' 
penpalulan subl asp,rn, tart Dengaduan flasyarakal melalxx rural dengan 
mlggunakan n?ograhs yarIg dta0003n ores CPNS d, Uni Pengaduan 
Masynrakar an Rojha Ktrojlunn.sa SI P malta ban mengha,apran banluan 
Sauda,a agar ,nengnkblhan yang brnsarrg'rrolan "ODgal ldmn S Wnbsre barn 
Perigoduan Masyaialtal UPR 55? 

Omnd,an alas pehalan dan bOntuannya kant ucaphan terra aastr 

Kabag Prntgaduan Masyarakat 

NIP 19730512199203 2001 
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Buku Panduan Website Pengaduan Masyarakat 

( 	

Sekretariat Jenderal & Badan Keahilan 

DPRRI 



11 

Masuk (Log In) ke Portal 

V.:~- 	 - I 	

portal.dpr.go.id  

Dashboard Aplikasi Pengaduan Masyarakat Admin 
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Dashboard 

— 

• 4- 	
• - 

— 

Adobe 

Stalistik Pengdun I 

~Adbe 
II'a t5,45I,, 

i
•d4 

-, 

I,  
Menambah Infografis 

Pada Menu Administrasi, pilih Daftar Konten Statis. 

JAdobe 
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Setelah itu pilih item Alur Proses Pengaduan Masyarakat, kemudian piih 

Edit. 

Dengan ini, kam, menyatakail sanggup rnenyelenggaraan elayanan sesuai Standa Pelayasarn yang telah d.tcapkas 

T,daic menerrna uang, nadag, atau dalam bentuk apapun dan Pengadu. 

Merijaga cerahas,aar, r,de',ttas Pengadu. 

3 ket'a. akurnabe, dan rdak dsknimlnatt da'arn penarlgatan surat pengaduan inasyarakat. 

4. Berokap, berperlaku, berpenampan. dan bCrtutur k.ata secara sopan. 

ar apabla tOak menepatijanji ini, kami siap ,ner,e'.ma sanksi sesua aeraturan perundarsg-nsdangan yang be.ake 

AlUr Proses ET ELETE 

Penaripanan 	
1 

Pengaduan 

Masyarakut 

Syarat- 	En aud,'e e abo'aret Cool, e euro salutatos detri,tones urn. Nan Ut aeclae oolutpat facss. dcant accusata sgnterumqae an 	cDr" )ELETE 

syarat 	earn, talon sad,psc.ng ut vel. Salulalus assentas Cuni d, pri at natum fOcus. H,nc aiqud deserusse e. Inca, mazm p'ompta 

nlcngrmkan perpetua 0 duo, call dolor populo Ire. El mea 'ne's verear nostrud, nabennus lucius csersequers eum Ut. usu clam perseque's 

Pengaduan 	id. Pro tantas partem le, usu vvemtdunn esocar, d. Quem nsl iOnS. St sciptOrerri OppOliantU? 0, ad ox dolor exenC sque. 

Masyaramsat 	Adolescens efficend. mel Ut. mel nOt construam e. Znil noster vpcbus quo at, Imam, aiqup ea cnn. debet feug at lewiS, no coo 

nemoc lat'ne ullanscoruer. Est rre o'ma 'tarum nornoaro, proba fall macel ci tIP, duo magna COnsul appa'eat et. Dam lege0005 

eel eu. lpsurn Consul torquatos ad vs. et  rOens Clusae purt'naa cam au detracto nornrnav perCptur at An facer nlOCste 

moderat'us has. 8rute novum sadpsc ng pro ct Ad us ado dci persecut. Mel te cr5 andre. Cu esse antoparn eopetenda vim. 

Id an dam orn,ttam eel. nam venam de eclus at, eu C ta glaratur med. Quod corpora normrnav et earn. Os Cu postea otfics 

irlterpretariu. Tamnias uvendo ne eel, urn ad imperdet coldinque, quas sensert Ut qu. Quo eoerC epcure' claburaret 00. smu 

rure at non. nibs venani Jaudern eel Ic. En eos brute Congue pei net tacnsates medocren, neccsstatmbus eu. Ne erat 

Akan muncul tampilan text editor. Masukkan bahan infografis beserta dengan 

gambar yang dibutuhkan. 

Edit Konten Statis 
Back I. L)alt,r Kit'.', SIan, 

isdut 	. a' 

Koflte,l 

Dii 

:aia'   

ZoO caSter vocibus quo at Inani alyp a o, ipel luppi ik S no 	Ionv aline ulanicorper Est on prnra lia,um nonrina'.i 

4 
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Tekan icon Gambar/Picture seperti pada gambar di atas. Setelah itu akan 

muncul pop up baru untuk mengunggah gambar baru. 

Image Properties 	 X 

Info Gambar Tautan 	Unggah Advanced 

URL  
- 	 Jelajah Server 

Teis alternalil 

Lebar 

Tiriggi 

Batas 

HSpace 

Vspace 

Penjaaran 

cdak diatur 

Lorern ipsum dolor st amet, consectetuer adpiscng 
e;iL Maecenas leugiat consequat clam. Maecenas 
metus. Vivamus diam purus, cursus a, c.ornrr'oco 
non. facliss vtae, nullS. Aenean dictum lacina tortor. 
Nunc iaculis, nibh non culis aliquam. orci fehs 
euismod neque, sed ornate massa mauns sed veht. 
NullS pretium mi et risus. Fusce ml pede, tempor id, 
cursos ac. uUarncorper nec. enim. Sed tortor. 
Curabtur rnolestie. Duis vel augue. condimentum at. 
ultrices a. luctus ut, orci. Donec pellentesque egestas 
eros. Integer curSus. augue in curs.s faucibus, eros 
pede b.bendum sem, in tempus telus Justo quis 
Igula. Etiam eget ortor. Vestbulum rutrum, est ul 

Batal 
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PiIih tombol Jelajah Server, akan muncul jendela baru untuk mengunggah file 

gam bar yang akan kita sim pan. 

Tekan tombol Unggah seperti icon di bawah mi. 

/kcfinder/browse.php?typE 

1 	Refre 
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Can file gambar yang akan diinginkan, jika sudah klik 2x pada gambar 

tersebut. 

kc ncc' 

Unggah 	Refresh 	Pengauran 	Ma 

No fe cjjjr 

Akan muncul gambar tersebut pada jendela barn. KIik 2x pada gambar 

tersebut. Maka akan kembali ke pop up sebelumnya. Pada kolom URL, 

tambahkan http://penqad  uanadrnin dpr.qo .id  sebelum kata 

/images_pengaduanadmin/images/image.jpg Sehingga menjadi seperti mi: 

http://pengaduanadmin.dpr.go. idl!magespengaduanadmin/images/ima 

ge.jpg 
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Image Properties 

Ic GanOa' 

 

x 

URL 

Itrp 

Taks a5emahf 

JeLaah Server 

 

Lebar 

480 

liigg 

.80 

Balsa 

• ASURANSI JIWA DITV 

3" 

SHARE 

HSpace 

VSpace 

Perjaarar 

tjdak Oialur 8 

Batal 
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• Edit Konten Statis 

uk 8..ck to Da(tar Konten Statis 

JtJdut An Pnsec 2etiaganan Pengdna %10sya'atat 

Konten 

	

U U 	U 	t r 

	

I ! 5 x, x i 	 0 	- 

	

• 	FOnt 	- 	 • 	A. 	- 

• ASURANSI JIWA DI TWITTER• 

I 3 

	

Q SHARE 	 V 

	

- L 	
,3potsI 

182% 

OSJponW 

body 

•0 	 kern II 

Gambar akan muncul pada text editor hataman konten statis. Pengguna bisa 

menambahkan kalimat Iainnya pada text editor tersebut beserta dengan 

pengaturan font dan warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jika 

sudah setanjutnya pilih tombol Simpan. Maka infografis telah tersimpan 

secara otomatis dan sudah dapat diakses melalui website pengaduan 

masyarakat. 

Selain mengubah isi text box, penambahan pengaduan juga dapat dilakukan 

dengan cara penambahan file pada bagian bawah. 

4 

body p 

Poçn 	: 	 i - 7 	: 

Jiohl 	 * Judul 	 * 

	

F p 	 tell 

	

Fie 	 tel2  

4 

Tontb0h File 	Ketnbli 

EDIT I DEIrtE I DOWNLOAD 

mc 



dU 	 Tambah File 

P Jenls Judul 

x 

'1Ori 

Image 

File 

P.Ih Data... 

PIih Data... 

PIN Data... 

.1: 
File 

Cioose lie 	No tile c.'oser 

Cloose lie 	No f . e c1oser . 	 . 

Ctoose File 	No fie c"oser 

Cioose lie 	No tic coser 

Cloose lie 	No fu:e cioser 

Kembali 

FIE iesl 

F:e Tes2 

FiE Gedu9 DEE 

Image dokume 

EDIT! DELETE I DOWNLOAD 

EDIT I DELETE I DOWNLOAD 

EDIT I DELETE I DOWNLOAD 

EDIT I DELETE I DOWNLOAD 

Tekan tombol Tambah File maka akan muncul pop up baru untuk 

menambahkan file atau gambar infografis. Pengguna bisa menambahkan 

hingga 5 buah file atau gambar dalam satu kali upload. 

Pilih jenis filenya, kemudian isikan judul dan terakhir pilih file yang dimaksud 

pada komputer pengguna. Jika sudah selanjutnya tekan tombol Simpan. Jika 

berhasil pada tabel di sebelah bawah akan terdapat file yang telah kita 

upload. 

Jeels 	 C Judul 
	

a 
	

I 
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\ 

Kemudian pengguna bisa melihat hasilnya pada halaman Alur Proses 

Pengaduan di website Pengaduan Masyarakat DPR RI. 

Melihat Infografis pada Website Pengaduari Masyarakat DPR RI 

Untuk melihat infografis yang telah di unggah pada pengaduan masyarakat, 

caranya ada buka website pengaduan masyarakat DPR RI. 

Layanan Aspirasi dan 
P 	,aduan lay,rakat 

Sistem Pengaduan Masyarakat dan Aspirasl Secara Tertuhs 

Xelenlaan 0.141 72 hnl dan Pac.I 81 nuflA I Undan4Undarrg NOInO! 17 lahun 2014 Trnlafl$ M.I.dI PCrnhJSy&W.?&tafl Rflyat Dewa' 

Pornakilan Rakyat Dnwdn PwwaIuan 04nr4I. dan O8wan Pww4lUIan Raky.1 Dann.h. d.n Pahal 7 huroIg n.m. 0414112 roraf i P0rdairah 008 
RI SonIc, ¶ Tahiifl 2014 mernang Taa Torch henna 008 bamrogas rIreflyorap. nwnghrnpah rmrerlanrpong dan rmmmnindaklanjatl 417041 

mnany~r.kat 

041.7, rangka pelakninain 141.0 selc togas DPR RI lemnibol. ak. 141.ntoan 045.1 4 Peraboran Pran4en Snore, 27 145am 2015 ternamng 

Setelah itu sorot pada menu Alur & Syarat lalu pilih Alur Proses Pengaduan. 

Akan muncul contoh infografis yang sebelumnya telah di unggah 

pada halaman admin. Pengguna masih bisa melakukan perubahan dengan 

melakukan Iangkah-Iangkah yang sama seperti sebelumnya. 
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SMS A5PIRA5 . 0911 9441344 

Layanan Aspirasi dart 
Pengaduan Masyarakat 

'-- 	DPR RI 

PRQ . ALUC & Aq/,AAT KRIMPENGADJAN LIHATPENGADLAN' 	UOA.AN AC)N'A,< AANTA•L 

Alur & Syarat 

Home ' Alur & Syarat 

Aur Proses Penangenen Pengaduan Masyarakat 

• ASURANSI JfWA DI TWITTER 

r3 SHARE 

ti 
- 

01Cr Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Contoh Infografis yang telah di unggah 

Lampiran VI. Ringkasan Buku Panduan Website Pengaduan 

Masyara kat 

2. Lampiran Kegiatan Rapat Internal dengan Jajaran Pegawai di Unit 

Pengaduan Masyarakat 
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a. Pembuatan Undangan Rapat Internal 

SEXRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHIIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

rN 	rUn 	fl ..,.-!. lUll.) jv;lliI 	 II;l r 	'I 

IFLP l0_l.i.lU 	
1.1001 .1n 	30,0 

'mOl OIl SEUrE '1 DAM 	 OR flOTiI 	 201s 
S'at 	 B.sia 
:)~, atai S.nro 

PprOI 	Un5angn'i K n.as' PIln'bira'Orl Pill 

POny a'..pa an Ap,as. go' Pnnpflan MssTara'ai 

nI, 

I Plas lylag A,ahy Pe'qad -jan MaayOs.aI 
7 Kayug Anal I Pe'q,.U.r Sl.ny's.AI II 

3 Pra Mans Bag an Pargacuan M3syaral 

.1 Oral TU flauran Pengadtan Uasv000kal 

lasana 

Begains ni  San, bertatruan S00wa daIwn ranpas trash lanjut dais P.ancangr 

ASluaI,S5Sr mengena. pa-bualafl 01' pemyampa an M,rasl Can petgaOLsan masyarakat 

kepson DPR RI ,'eialLs cu - at des-n nvrLk or!,grsl.S yang 'rt,u0ek5 053130 ow rog'a-" 

Peletran Dour CPNS Snt,en DPR RI do-gao .o oars rno'rne pnrRnr -.aIr S-wa Sudan 

nbA depot soar 0$Srr' royal dengr pemtaasan lersOBot yang Man 0000IcOfl 0003 

rnrfl 005Wol 	Sorer 20 Jr ;cig 

WASlu 	 PAkul 000 'AlP rd spans 

Torpor 	 Ruary Papal Sag ran Pergaduan '.ianyaraua: tintS 2 
Barrrar 200 Gedung SekraIar at Jerrseul DPR RI 

Rapat 	KowdinaS 	rtr.gIrrIa: 	PemthaIifl 	atur 

PEa'a 	 pocyarnpa,an aspra. can pengaduan rnaswakat 

n'galra OPR RI rrsniaYur aura, darn penruS -ntsgra's 

Mang-ngw penhingnya ago's InlReBrd. kaini rnengraf op k0000,arr Sairdara'Su43n datarn 

'opal p150051 

Da'nskafl alas perhal050ya, yam, u000lcan Ienla lash 

KEPALA RADIAN PENGADUAN MASYARAKAT 

\ 
RENT AMIR OH. !M MLI 
NIP. 1973o5121g2032001 
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b. Pelaksanaan Rapat Internal 

Q SEKRETARIAT   JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAf(ILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

U 7 UI'! Oft O1'DI 'II OIIC)TO JAKARIA 0008 000 70210 

II I "" 10iS&S
„,433,bUq2b,WEOSITE o015370170'd 

0001 AR NADIR PENYAMPAIAN ASPIRASI DAN 
RAPAT KOORDINASI 1ENTANG PEMBUAIAN ALUR 

DPR RI MELALUI SURAT DALAM RENTUK PENGADUAN MASYARAKAT KOP000 
IN F 00 K AF IS 

HUU I711991S 	 Spn, 	29 JUl 	2319 

00 	II 	7! 	 I'I,I 	10 0771 WIET I 11 	r.'710 
1977977 	 Ko7117 I7p.sI BUqilfl PenqoIIoO'l M7CyOr388I 

P759? 
Cli 001311 0070 SI LI 29 	3 	lend 6710? So10010. .7707177 - 

NO 	 llAMA JABATAN 	 TANDA 	DAN 

HerO 977, OH MM ML I 	- Kepe'!. 	9' Pn797°  

NIP 	197710512I017203001 M7syO'7!810 	 _I 

SeI01,do S 	Lo7n,0- o OH. - Id H 	I(ep8n Sob B7g711 AUO!,Ul7 	 3 
2 

NIP 19160228200003150- !er97!o7” M7793,oII0l II 	. 

SUrayO OH OIl Knpo'o Sub Bogen Afl7IAH 	jJ 

- 	 - 	 NIP 	981926200902290? 
R90en 9<7 Rahayo DanlayerlIl 

- 	 - pengodoon 070yoraOal I 

S Sob 	007177073701 Pong9077rI 	 - 

NIP 	93298310098932002 MeS9OI707I 

Kus'n S Sqe Onals Sulal FOflgadUafl 	 - 	 - 

NIP 196810061992032003 - - ManyaI787l - 

- ISOIC11 SN OIIOIS SuIOI Pengadoan 

7010 198499221990031002 Masvaralal 

I-IUflar,lo Pen9blrnpuIl Balrar ArdI 07 	 - 

HIP 19630925 2 085C91902 Peng9dunMay7r7kal 

- 	
A' F-rnlanIli S IP - 	 -- - 977110 SolO Pengadoar 

NIP 191l01261999031003 Masyarakal  

Pengadrnrost.aSl 077777 
NIP 196902281993022001 

E<Syad 
10 Pegadrn 	I 75 Unloo, 

IP 	2 	990031003 
ROSa ElloronnIna SIP Arsalln Susal Pengadoan 

NIP 	9222019002901 - ggyarakaI 	 - -- 

7<01010 OW 700577711, SN I 977115 Sural Peogadoan 
12 

NIP 199501062019031001 - 	 MasyrakaI 	.- 

KeIuO Rapal. 

Rgoy~0512NIP 19  
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Ropal dnulup p11501 II 30 Wa! 

an Sony HuIIo,n dan Dljega,. 
KMag Pengaduan Moyyaraker 

EL5LIM MLI 
NIP 197305121992033091 

c. Pembuatan Laporan Singkat Rapat Internal 

	

f - 	SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN PEAHLIAN 
DEWAH PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

A N .ClJ1*lIAI C,SlOI UiIIl1 111 M.AIiIlL Cr117 PUS 02111 

lily 011111 111-AX fljllS1irOII7ui11 	
nSysIrE ...yo d0l$1l 1-i 

IAPOROJ SlNG1IP 
NAPOtKOORDIN$SI PE00000N*S P595009*0 MASYAR*KAT 059050 UNIS 

*EIU* LAIN 

11,0 ,  Ta.lpfl[ 	 LIII, CIIJIAI 2019 

000- 12000010 

lemOn! 	 rOOng RapS Gnqlsi Por.900I4e0 laMyolakel 
Gd 501000IIOI yondflI 0001 RI LI 2 

AC_a 	 Royal KXOOIIISS ,  pI.ltooIOl — pon,arnpaa!1 01091 SSPIIOMd 
pen0sdoaa nr,nyoa.kffl kepada OPR RI nbC]. 00111 Allan, tranSit 
mIoetu 

	

RoAn 	 I SabeR Ptbgedr.OII bdesyeOkOI 
o Kesabeg MaO. Panyadoall MogyarelAb I 

3 K..ubalj .1011*, Pangaduebl Masyo.gkeI lb 
I Palo 000115  Pengadoan l.bIayaIakal 
5 $10110 Raglan Par500oon MasyogOal 

POCdaIroIoen 

I 	Rys 00 odIn 9 	p.01910000019 

2 	lIllogralta 05, panyannpalr 00151 a.praa don Pengaduan yang oRal. dIboal 
loRug k.pada SIll panyanlpoffln SoyA 0*9090 450 panQ000ell nInlalul 9.1-al 
bnIcgbefiI an., peolva'np000n solar es0000 dan oengodoan n,00yarakal 500.1 
d'unggafl mnlalul 1-0071 ,0 5010 png500an n'ayeIaksl 

a 	Oslon, pemtualan alan penywrpeban 001010100001000 Rn0904uan nlaSyeOSlaI 
rinlalur 	IRan d,bu01 5.111041 don .nloglsIls. 

0 Ppa,ampotan *0001 3905*1' dan p9119000011 dengan loRan Penponan 
005 RI 

b Palnnernnpo.an 00191 elpIrod] des p.ngadIIoo dRagon Spoon 0110 GPO 
RI 

5 	Dalon Slur panyonipalan Canal 1IIR05 don pnlngn000n fllUyNIakaL Onboten 
PIt 009011 AdflllyISllOyl SanyO 411*1* 'DaplAl *dnSndSaOu SRdangknrn 
il000gonI 0,7011 K.W. lIPS RI. Sanyo dOOR 'Ponpunan OPR RI' 

6 	SotnIaS $ara! 050115*1 dan peogedgair meSlu. *0101 lNngt'l lU1uX0 p*np000r 
OPR RI 531717*1 kOpado Ponponoo 1509 RI Sob pranyanlpo,on golelnyd 5911019*1 
Op Sagan Pengadoon Magyaba*al 1909  ROan nnanyonrahl.an dK000a! 50097 
lopada AKO PlAnS 

7 	Onbaga IIndCR IOSjAI day 10901 000100905 p9n115,00lafl Sob 97Ilyeb,lpSla$ 51097 
aSyIrall day pon$aduan nnanparakal kepada 005 RI Indlalul .01St deIo.n 
5.11100 sf091579 rapbakayle diORoI.an lSpOI 000td*ioAl telblalan 



3. Lampiran Kegiatan Mengumpulkan Materi Alur Penyampaian Aspirasi 

dan Pengaduan Masyarakat melalui surat 

a. Laporan Evaluasi Standar 

Masyarakat (2019) 

Pelayanan Bagian Pengaduan 

Alas 5tandaf Petayanan  
erdasarras Peraruran Sn)' Ja,jaj JOM0lat OPR Ill rIo 2 1mw, 2016 

)erlrar,g Pgrubayatr alas Perara,3n SnI,rrgy,,r Ierr'Jaral DPR No 6 T)rnn 
20)5 

ronlang Uryanihal, dan Te)i Xe,ja Snlyrey.nai Jnrolrral dan Ildr 

Kealillgn OPR RI, Bagian Pongaduar, Masyotasal Sk,nra,ar Jo,idsral (268 

RI berada dIbawall Uno Hokoyr dan Pnngaduan Masyalakar crada OePol' 

Btdartg Adrnon,$)ras, Srykrelar,ai Jenderal DPR RI Ragun Pigadual, 

Masyarakat nienipunyar tg.S rnelaksanakan keqatan anaNro Ian 

pengaimrnlsrraelan stan) pengaduan nynsyarakal dan pnmlasabrran yang 

dSan,2akar, kepada Dewan Pe,waiolan Rakyal Republk Indonesia gail 

Sek,e:anat Jencleral. yang Ie,din dan 

I. Surat tentalis 

Sara) aspr8s' alnu pengadnan yang d,Iyyrn en/ar Pen nla dannar 

IangSuflg oleh Pengada lie DPR RI pada lahon 2018 sebanynk 2199 sarar 

yeng rnelrpulr 12 (dna belas) bidang kaIngorr permosalanan Dan rabin 

banyak pengaduan yang mann)', yang lerbanyak adaIah bdal'9 flubten 

dan p0)/ak sebaflyak 1016 nural (469%) 
5edanglan nfllUk 1aflg kedna 

tarbaflyak adalak bnjaflg lanah dan bangunan sebOn/ar 39' snlal 

I11.9%I dan yang Iwtga Ierbalry3k adalgh b,dang l.lrnorn 341 
Stil31 

(15,8%) SoraI.Sara) Ie(sebut ddennla oleb Bag'afl pnrOu,algn don 

Pend,SlrIbuOua" onluk giber, panomeran alan rally kerrd3l, ur,Iuli 

rrremudahk34 pengennkfln sodah se1aok ryafla sWal lemebut dtprnsis 

Setelah sara) d,ke,fl nIeb Raglan PersurnIafl dan P
endst11bay bar 

Bag'afl PengadUa' Masyaraka) sara) )e/aebal d,nhanla"5' esna, biding 

perrnasa)aIran dan KonhisI yang beiwenanO onto)' 
nrefl,ndOklddtUhl solar 

IryrsebdI Kenlud'afl surat In,seblII dtt'pal dalan' dald base apl'635' 

pengaduafl mahyarakal 6ergasnnkgn b,daflg tU)uafl yila) Snrfll 9306 tnIah 

diunpul dilallukarl anal's/a berda5a1ka pennialfian 5013) yang dlu1nkan 

nepoda pirnlplfla° dan KOmISI Sel)a Badan. yaltU 

a Sub) yang d,Iujukafl kepada pinlytnafi Den/an. Anal/ala d,)alsukan 0)06 

para goal/a pengadu° Masyalakat perlakuan un)U)l 5410) 
9009 

dr)otolren kepwW l'anp,nan yamr 

secaro bilnulatan kmud,w
105u1 

bual0an hrrtabag, 

nlembenkan pe1rnrb 30 	 e1rOaduan Ma.ya'an,ar 
Ukoyn SaSual d 

POruIdOng.urrdanga0 to k 	
elenboan Perabsrin 

d'ada)ran atari daran,paemnprnnaoalarnan alan kUui tang 

PeeIgadann Maoyara r 	

leh 	u Kn 	Rr 

lintuk InenlnaakIanyiy sft—

re)'0n,end, kanamla Ponowan 

dengan parrnresa)oh.n Len/abut Our.) 
yang d')nngan, sang - 	 OlOapon dlrangar, dengamn rnornb.rrbr,snan 
kepada rn/morn, u) RrJ an/no yang re/awl dangan perrnasal.ha.n 

eseltrit 3)3mm disanlpuwan kepada l(ian,, ta/ann UrIlUe 

menmndasLan1md nrasajah herseboL moral., AUstin., alan Rival Dangar 

Penndiya) Unrarn Semen In rernasalarrarm 131usd juga g,uiamrpa/a30 

kepadn lrakt,-Frak,, dl DeC RI 5053w dnngan Daenah Pornub,an 

Aeggola yang rerdapab InanaLorn 

6 Sonar yang dJajukan bepada Karl's, dan Radar, arenas 30131 lelSebul 

dilangani oleil pita Osaka hanja ramps' pada pamoboalarl bronolega 

Keeradan sonar ten/abut d,bumalkne pengannar kayada Den/dm Baring 

Adrnrarmstnasm mmnbUk dmmmnnl*lmsa pernatnloanflya 9003 penyalnpmn 03 

banns, dan Radan 

Sum) Terobaoan adalah sara) gang daamnperkan per,gad' mertado 

p,hal, lain sepem)l Pmasiden, Kemenhamlan dan Lealnaga yang 

d,lembmmnkaih )repada P,rnynan OPR RI Adapurm ponanganar. Soar 

lemsebal seteLah ddaknkan inneta,,sas roaka d,brmadran Saab 

panganra' bemrnohnrOn hndalllan)Uh keysda raIn/a aan Radar 

Berdasarkon ura,an d,araS, pennasalahafl hokom daa paulA nianjad yang 

paling utamna untak dseIeSa/aan alan dd,nOaklRnlUlI 

2. Sara) Web,I13 
Sela,lI smual TerbIlls yang d,sarnya,Iman ale)' pengahta alelalu Bagman 

Parsuralan dan Pendnlrrbmmsman. terdapat jugg n,tlaI yang d$arnpakn 

pengado rnelaIul Sara) e)ekt,onmb berupa Vdetrsnd Pada rayon 2018 SUrni 

Wetrsiheyaqmenu)' sbarnyOk 430 sara) Surar temse'uut dianabsa don 

d,bualkan m,ngkasan perrrrasalahan saga dOerta' derigan rekomniahldos' 

kepada n/tat Kelengkapan Dessan yang nnempUrnyal bew000rlgan 
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b. SOP Pengaduan Masyarakát melalui surat yang ditujukan 

kepada Pimpinan 
0- edo oo 	 -'• I 	 4'O - r0 -  1* 

(;. 

SKRETAR1AT JE$DRAL DAN BADAN NEAHUAN DPR RI 

DASAR HUKIJM 
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7U.40AN01JM$A. 
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W010P 	
Pt%SIC.4%iA$ S$A tTl,Ltdo. VflW!4000 014181-41*41 
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I srrw-- wia, 	swi,'-,n1 Jot,o.,2 doI' 4,s-.- see-I.-,  rep RI 
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4 %.J04*..e'tJldedl 210101,121 Idol £ +145 

I 00214.10  100.1 Itt ,000-0 0., 1 00  
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IO2O01t1. $otyOwibodon RI'09*l0 .1,, ..,J 0,541. 00*1 Ro*a% 13.11., 4MW. 	 I 

04'1-WI9000 124113,0844104 1.o,.al 1.04 0I1.'pHkd,' p.. 10113131 	 2 13210 2t,.eeiwilo 

0 	 r.'9otat. 5w002e-ç.j,4I' 41$4ak* Coo; 1101w-ott O1.cod. 41rna2d* 	 41* Ooi,01 C 

tOP Ootrnt 0,001 S..got 1000.3.74100.4411.01442 	 4 41.00,01000 

I liC2I*pot00' I 1rn7a.Io'.41110 0.00rot 

I 142 P.r.edrw 1snoP..pau 
40PlIl1eprna4rn 8*1.M$I1* P*'pdi.1 141-10.41 

PERNGATAN 	 PENCATATAN DAN PENDATAAN 

c.ak.a,101 iflol0 7000 00a' 00.21%.. - - 	 hed'pot 1,440. 00. 	 41" .1.01100. 

— -0- -----  -..,- "— T ,-  ;:-- 
41  0 -, 	 - ------- 	 ---- -- --- -I,-- 	

- 

__41.-. 	.. ........... A.-_ 
,'90 00403.pno.p 

• 
— 	,- 	•. - r: 
0._rn-- 	—it.- 	 '.C.$ -. - - 
01t*' 	 P!IWWfl 	 4 

21090--a a000t. 

— ....7.,..totr•000011 intl. -an 114 

14011 —. *0100 00 10.10 .0.. .110.0742 

.-_b,0_ 	08 	in0'*9013 0.l 0*00 
i____ *0•_a ___ ,--- — 

	

It__a' 	0S 

	

• ott' a,n, 13*ØI 	* — I,' 

'001' 

, • •otJig 0.4sb* 0flr.e142 
.waitldw - 0.  8* 
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c. SOP Pengaduan Masyarakat melalui surat yang ditujukan 

kepada Komisi dan Badan 

450*. 

r 'w 

fbcpETMt*T .*NDRA&. OAN AD*II KIAHUAN MR IN 

DASAN IIOKUM 

-..2'*2*2aa... 4*2*5 	-.a 	7222.t4*22224 4fl2'H*4 2'•:2 - .5 '2*2' 

4*...* ,'.*aU.4**.a2'pt 54*5 542' 
*ó454*Ma Ma2'8 	 4*M. 2t'* WMS2'8 	 2'2'* 

P542'5' 
4'.. 	a,  4*5*5554a ,22.i544* 4*PRS' 52*2'**22 4* 	 .M544 PtMa*82. JMèSSabS2 

M*3 5a1 0.3.4.  ...Ø..* 2'qMa. p.-...2 2'jp.4 *ap 	W4(. 

(ETERKAITAN 
2s,,,Sa P&4*a 

7 0 	 54.5 Y542542'Ma. PUMa" 	1 2',' 54*ç*Sa*.a 0.a... 	54C* 
S S*' S 	 Mm MS V2' I 	V*54*.0.SMa UM 50 
4W. S. 5a2'. 55502. "a*S oa•'.'a.a. 

5402' 	s*4S'Wø03. 
54 50J'P,'.aMa4 7.-*.F.'OsM. 
4* 	05&an I..a Ma.*. 0.Sg.aa. Ma554'a* 

PEKNGATAN 

•4 5*M,5..r ..pa. .#, &M 

505 $1010731 100ZS0* 

)(UALIFIKAS1 PELAKSANA. 

I 	 ***54224 rat., OH'2424 	 • - .•t'2?&• 2. *4.12.1 	 •.-' 144M. 

4*  
S 5854<24 5anw114.a Mrçd.r42i2'.. 22' . 	 -'5-  "35-. 1±22.' 

• 58*fl.2#4 k l.v'yfl54 2W*.fl*SW' 44 .4545,5 

I IâS'iC41±2. *454 2.13.2*50  .4OØOJ** 55 42.0 50  5452*254 

PERALATANJPERLENGKAPAN 

2 2054 t)*.lS'ttI. *3c.2.t. 

$ 24541.4.3?. 

54 00. 

PENCATATAN DAN PENOATAAN 

$454502'. 3542 'c.r54 54. 54245402.0 
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k $..1.I £.10s U 

_____ 

— 

A 	 fllrg**x.4*ras*M 	s9.si – —  
.SflISt*t 
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rtA t4I31,l1i 	S.AW MallS 

1l'4 alS1Mj 
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aMa 

l 	 I 

1all 

ftAbft Me, 

- 04ll llMI ..l. *lalMaM ka* 

l 11AM' IlSIlIlI 

Wfl,l4*.M' - 	 1MI •M 	l'1 

a$an Mat4aa  

'"DllS fll1 	llM 	111111 

Fnj*tl I 

lJI$' 	1.l 	 II - 

III final 151 firM  
tfll9lt renti&ahr kIll 1*1*14 

14e '15i~I 111 14*t 

'V 	 W 	dMa 1514 5 
1'14lip4i5l lalnIlfiffi $*lMMaI*• - 4. —  

-. 

1114 	41* ll.al.I1 1144 I.M'*a 1351 

*44*4511 llSnçp*li 4515*51  
*ui.4 ,ll 	4Ø *511144  

11*11 4144MJ 

—  
I1. 	13 1M151 51l*51Mafl4'1** 

441*13041 	d44VM'fldlI44  it4444,flikm 
I 51inIs44 ni5 154 

'a 

4*14 .44.4-1 

4443*11441154 4114114414451 	 5' 

151 	llIt51l p145,1151451 5514I*454 –  

415141451 414141151"pa**l 1110444$ - 'aa.ss. 	ea — 
444*4 41' .4141 4444451.51 4 44I451 4351 415045 45451 

*.*1 	av.'a 1441*4*11 445 fl41I.51 

'vW*a( ,jltd 1,44.414*1 

- 	 44 	 41141'45 	*14*' 
11*4 

*1455.144 ,avl lidS' 4w4 skil * - •4 -. I 

444144 	 1,4451 	 1314 

444.44Mi Mall '1414411454 511415 

404111.44 MIII '45*4144*551 

, *445.14 51ab41 II 1414 	454 4444) 
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4. Lampiran Kegiatan Pembuatan Desain Alur Penyampaian Aspirasi 

dan Pengaduan Masyarakat melalui surat 

a. Desain Alur Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat 

melalui surat dengan menggunakan MS. Word 

ALUR PENVAMPAIANSURATASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI SURAT 

Pengadu 	j Bagian Persuratani 

4 .  

IL!iD1!UI 

p1 	
1 - 

- 

/ c.4 

4 

rt• 
ç-r'- 
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b. Desain Alur Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat 

melalui surat dengan menggunakan Piktochart 

	

¶11 	
Pe

p
ngadu 	paikan 

- 	- 	 asrasi/pe yam  ngaduannya 
meialui surat dan 
dikirinikan ke DPR RI 
menyertakan identitas. 
alarnat.maksud & tujuan. 
substansi masalah, dan 
data pendukung. 

n 9 	 9 
U 	sebelum disampaikan ke 	 Bagian  

Bagian Pengaduan 	 Persurata 
Masyarakat 
(misalnya. DK.02/1234/2019) 	 .- 

03 
Surat 
yang telah mendapatkan  
kode surat dari baian 
persuratan kernudian 
disampaikan kepada 

_ bagianpengaduan 
masyarakatuntuk 
diproses melalui prunes - 
input, analisis. 
dan disposisi. 

04  Surat yang telah melalul 

-  e  dokumsi(dampaikan 
J*'rml ON 
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1 

Pengadu n,enyarnpaikan 
aspi,aslfpengaduannya 

Ragian Pe,suratanakan Sort, a,plrasi/ptgaduan 

— =nao 

dikerkar, keparla DPR RI 

I 
Ragro, Pyradoan Pyrcoatan dicartrpaikan 

clengan men 	rtakarr 
idyntilat. actryrat ,eakcad 

Mnoa,akat. 
(flyiralflyp t)K.02/1234120191 

ke Rag:an Pengarloan 
Myarakat cyMk ddynnn, 

& lcjoarr.tritfltitncl OCIaPUL rinses apUt. 

masalak don data analisis dandispnuisi. 
pt,dliyrg 

Surat Suralaspiraci/pergadoan Ragun engad,n 
4 	anprasi/pengaduan S 	rang teIoI,d,ca,uioaikari 6 	Mricnarakalaka. 

kemiation 
dldnkurnontaslkanolefl 

knpada Situ I lolrur,r dart 
Pnrgadoair Macyarokal 

nennruckan dn .osisi 
ppneiran PC Korrie terkait 

Raglan Pengaduan dan Onpuui (crlrninlctrasl dan rnerttn,al coral 
Masyayalratdan 
dlcarnyalkan kepodaBiru 

knmudiandisampaikan 
kyitada Pinrplyo,r DPR RI 

pembodrahuan Opada 
Frrrgarlu baton; isiratnva 

Hukonnd.cir Pengaduan ontuk di dupont, knntbali telahd,can,paiknkepada 
M.Y. akat dar Depoli 
Adnnnislrasl. 

krgugion Pyngadiran 
Macyarakar dandirenuslcan 

Pireprirati dali K.rniopBadart 
terkait urrtuk nwndapatkarr 

input ditcimouri Plrepinan, tlnd.ak Ianjiit. 
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Lampiran 3. Kartu Kendali Pembimbingan Aktualisasi Bagi Peserta, coach dan Mentor 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN ..... 
TAHUN 2019 

Nama 	: Ridha Khoirunnisa 	 Nama Coach Agus Supriyono, S.S., M.A.P. 
Instansi : Setjen dan BK DPR RI 
NIP. 	199112222019032001 

I Tangga 
Pembtmbugan 

su Permasalahan yang 	Media 
Lbabas 	 Komun<astPembImbIngafl 

Rekomendasi 	I anda I angan 
Coarh* 	- 

1 

2 'c t 3 

4 (Bf2O 
•CC 	¼A2 cCAr' IK  

r-' cRf €(vi 	Fev 7rn 

6 

7 

8 

10  

11  

12 Dst..  

(*) Pembimbingan yang sah 
adalah pembimbngan yang 
ditandatangani oleh Coach 

Kepala Bidang Pelaksanaan 
Pusdikiat Setjen dan BK DPR RI 

Rusmanto, H., MH 



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahllan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN..... 
TAHUN 2019 

Nama 	: Ridha Khoirunnisa 	 Nama Coach Agus Supriyono, S.S., M.A.P. 
Instansi : Setjen dan BK DPR RI 
NIP. 	.199112222019032001 

No Tanggal 
Pembimbngan 

Isu Permasalahan yang 
Dibahas 

Media 
Vomunikasi 

Rekomendasi 
Pernbimbinan 

111  

Tanda Tangan 
Peberta 

3 

6 

-7 

8 

9 

1D 

11 

12  

13 

14 Dst.. 

(*) Dembimbingan yang sah 
adalah pembimbingan yang 
ditandatangani oleh Coach 

Kepala Bidang Pelaksanaan 
Pusdiklat Setjen dan BK DPF: RI 

 

 

Rusmanto, SF1., MH 

 

  



SekretariatJenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN ! 
TAHUN 2019 

Nama 	Affy lhsan Takfim Kusuma 
	

Nama Coach Agus Supriyono, S.S., M.A.P 
Instansi : Setjen dan BK DPR RI 
NIP. 	: 19921128 201903 1 001 

1tcuPmasaIahar yang 
Othahas 	I 

th Mea 
Komunikasi 

Rekamenddsl 1 Tanda Uagan 
Pembtmbngan 	Pes2 	_j 

2 '-ii 	I \Q'J 	of Co V-111eviv 

3 
/o T 

?i 

12  

13  

14 Dst..  

(*) Pembimbingan yang sah 
adalah pernbimbingan yang 
ditandatangani oleh Coach 

Kepala Bidang Pelaksanaan 
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI 

RusmantSH., MH 


